
BUPATI PONTIANAK
SALINAN

PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 14 TAHTIN 2006

'I'ENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG DALAM BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang . a

Mengingat : 1

BUPATI PONTIANAK,

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dibidang

Kepegawaian dipandang perlu memberikan delegasi

wewenang kepada Pejabat-pejabat di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Pontianak;

bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Dalam Bidang

Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Neqara Nomor 4548):

-)
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antaru Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4a38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
314e);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3250), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3a24),

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
ll Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192),

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor l2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Nomor a193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor l3 Tahun 2002

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4194),

I l. Peraturan Pernerintah Nomor l0l Tahurt 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Penrberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 02 seri D Nomor 0l):



MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LTNGKLINGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

BAB I
KETENTUAN UMUIU

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pontianak;

b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
c. Bupati adalah Bupati Pontianak;
d. Wakil Bupati adalah WakilBupati Pontianak;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan

Legislatif Daerah Kabupaten Pontianak;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak;
g Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Pontianak;
h Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pontianak;
i Pimpinan Unit Kerja adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah. Sekretaris DPRD, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Direktur RSUD, Camat, Lurah, dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan atau Kepala Cabang Dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pontianak.

j Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten

Pontianak yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan bekerja pada Penrerintah Daerah Kabupaten Pontianak, ataLt

dipekerjakan diluar instansi induknya;
k. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten Pontianak yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang melamar,

lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Pontianak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku,
l. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang

nrelaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada

Instansi yang menerima perbantuan;
m. Pegawai Tidak 'Ietap adalah Pegawai yang bertugas di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pontianak yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau

Pejabat yang ditunjuk;
n. Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan

dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;



s.

t.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negen

Sipil berdasarkan ,iabatannya .dalam rangkaian susunan kepegawaian yang
dlgunaKan seDagat dasar penggal lan;

Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur da]am

Peratuian Perundang-undingan yang berlaku tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Pejabat Pelaksana Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk

melaksanakan tugas jabatan struktural yang lowong akibat belum ditetapkannya

pejabat definitif ;

Pejabat Pelaksana Harian adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk

melaksanakan tugas jabatan strulCural yang disebabkan pejabat definifnya

berhalangan sementara dalam waktu kurang dan 6 (enam) bulan ;

Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural;
Jabatan Strulctural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin

suatu satuan organisasi ;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan

tugas pok-ok organisasi berdaiarkan keahlian dan atau keterampilan serta bersifat

mandiri;
Pendelegasian Wewenang adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani

keputusan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipii atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi

wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain;

Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani

keputusan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipii atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan

kuasa kepada pejabat lain.

BAB II

WEWENANG SEKRETARIS DAERAH

Pasnl 2

Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak diberi pelimpahan wewerlang sebagai

berikut .

a Pengangkatari/perpanjangan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pontianak, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pontianak,

b Pengingkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah golongan III, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;

c. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai

Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pontianak yang berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai

dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang IVd, kecuali kenaikan Anumerta
dan kenaikan Pangkat Pengabdian;

w.



rl. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam

dan dari jabatan Struktural eselon IV dan V atau jabatan Fungsional Ahli
Pertama dan Pelaksana Lanjutan kebawah, di lingkungan Pemerintah

Kabupaten;
e. Memberikan persetujuan tertulis usul Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Kepala Sekolah Dasar/SDLBA{VTK/Raudhatul
Athfal/Bustanul Athfal di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

f. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan

lainnya selain jabatan Struktural, Fungsional, maupun Kepala Sekolah bagi

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang

III/d ke bawah;
g Memberikan persetujuan/keterangan lolos butuh untuk pindah antar instansi

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang

III/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d dari Pemerintah

Kabupaten ke Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Propinsi

Kabupaten / Kota atau sebaliknya;
h lV{enetapkan Pemindahan atau antar Unit Kerja dan atau antar Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak bagi Pegawai Negeri Sipil

yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata

Tin.qkat I Golongan Ruang III/d;
i) Mei'etapkan Pemberhentlan Sementara dan Pengangkatan kembali bagi

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struklural eselon IV dan

eselon V atau jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Pelaksana Lanjutan ke

bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
j Menetapkan pemberhentian Pegawai tidak tetap atas usul Kepala Unit Kerla;

k lVlenetapkan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil

Daerah golongan I dan II yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat

rnenjadi Pegawai Negri Sipil Daerah;
I 1\4enetapkan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang

berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat

I Golongan Ruang II/d kecuali yang tewas atau cacat karena dinas dan atar-r

mencapai batas usia pensiun;

m. Menetapkan Kenaikan Gaji Berkala
menduduki jabatan Struktural eselon

Fungsional Ahli Madya;
n Menetapkan Cuti bagi Pejabat eselon II dan eselon III dan pejabat Fungsional

Ahli Madya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
o Menetapkan Hukuman Disiplin tingkat sedang dan tingkat berat bagi

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang IIIia
sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang Ill/d kecuali

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil;
p Menetapkan Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat eselon III ke bawah;

q Menetapkan Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pejabat eselon II,
Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Camat.

r. Melantik dan mengambil sumpah i janji Pejabat eselon III, kecuali Kepala

Kantor, Direktur RSUD dan Camat;
s Menetapkan pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri

Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma III, Akta III dan IV
atau yang sederajat dengan itu;
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bagi Pegawai Negeri Sipil yang

II B dan eselon III dan iabatan



Menetapkan Pemberian ijin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata
Tingkat I Golongan Ruang III/d,
Pemberian ijin untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Penata Golongan Ruang III/c sampai dengan Pembina
Utama Golongan Ruang IV/e.
Memberikan Penilaian pada Prestasi kerja Pejabat Fungsional Ahli Muda
dan Fungsional Penyelia serta prestasi kerja Guru Dewasa Tingkat I

Pasal 3

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf i, j. dan k dalam Pasal ini
adalah Pemberhentian karena .

I Atas Permintaan sendiri
?. Adanya restrukturisasi Organisasi Pemerintah
i )\lerrjadi Anggota Partai Politik
4. Dinyatakan hilang
-i I(euzrrrarr.jasrnani

BAB III
W[\l/[NANG KBPALA I}ADAN KEPEGAWAIAN DAERAFI

Pasal 4

Keirala lladarr Kepegarvaian I)aernh Kabupaten l)onlianak diberi peliurp:rhan
wewenang sebagai berikut :

a N4enetapkan Pengangkatan nrenjadi Calon Pegar.vai Negeri Sipil bagi Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II kecuali yang tewas atau cacat karena
dinas;

b. Mengagendakan Surat Keputusan yang nrenyangkut Surat Keputusan dalarri
jabatan dan Surat l(eputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di
Iinekungan Penrerintah Kabupaten,

c Menetapkan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Penrerintah Kabupaten Pontianak yang berpangkat Juru Muda Tingkat I
Golongan Ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d
kecuali kenaikan Anumerta dan kenaikan pangkat Pengabdian,

d Memberikan persetujuan / keterangan lolos butuh untuk pindah instansi bagi
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai
dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dari Pemerintah Kabupaten
ke Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Propinsi Kabupaterr /
Kota Propinsi dan atau sebaliknya;

e. lv{enetapkan Pemindahan antar Unit Kerja dan antar Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I
Golongan Ruang IIld;

1. Menetapkan Pemberian Hukumam Disiplin tingkat sedang dan tingkat berat
bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a
sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang llld, kecuali
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan Penrberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil; 
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Pasal 6

Seiain wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Dinas Pendidikan

diberikan wewenang untuk :

a. Menetapkan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah

Dasar/SDLB/MI/TK/Raudhatul AthfallBustanul Athfal di lingkungan

Pemerintah Kabupaten setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pontianak;

b. Menilai prestasi ker.ia Guru Dewasa ke bawah dilingkungannya secara

berjenjang

BAB VI

\1/E}VDNANG LURAII, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNTS DINAS
DAN TINIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 7

LLrralr, Kepala L.lnit Pelaksana l-eknis Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknts

Bacian cliberi wewenang sebagai berikut

a i\lenetapkan Kenaikan Gaji Berkala dan lnfassing Pegawai Negeri Sipil dt

lingkungan Unit Kerjanya kecuali Kenaikan Gaji Berkala pejabat fungsional

Ahli Madya;
b. Menetapkan pemberian cuti kepada pejabat eselon IV B ke bawah dan staf

dilingkungannya, kecuali Ctrti Diluar Tanggungan Negara, CLrti Besar dan

Cuti Alasan Penting selama satu (1) bulan atau lebih.

BAB VII
KII'TIN'I-[JAN LA I N-LA I N

Pasal 8

Kerverriutsarr l(epegawaian lairrrrya yang tidak atau belurn diatur clalam Peraturan

ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pas:rl 9

(l) Dalarr hal pejabat yang menerima delegasi wewenang karena satu dan lain

hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka

wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian ( PLH )

berdasarkan penugasan sebagai Pelaksana Harian yang sekaligus dianggap

sebagai pemberian wewenang dari Pejabat yang berwenang;
(2) Dalam hal Pejabat yang diberi delegasi wewenang masih lowong, maka

wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)
berdasarkan Penugasan sebagai Pelaksana Tugas dari pejabat yang

berwenang,
(3) Pemberian delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) Pasal ini dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pejabat

yang diberikan delegasi wewenang bertugas kembali atau sudah ada pejabat

devinitifnya.



BAB VIII
KETBNTUAN PtrNUTUP

Pasal 10

l)c'rtgarr ber.laliLrrtya l)eraturatt ini, nraka Keputusan Bupati pontianak Nonlor 256l'ahurt 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati pontianak Nomor 140'l'itlrtitt 2001 Tentant Pclintpahan sebagian Wewenaug Br,rpati pontianak di
brdarl-q l(cpcgarvaian di lingkungan l)emerintah KabLipaten poltianak serra
KeputLt-san lairr .1'ang befientangan d.ngan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
ias i

lr:ts:tl I I
l)elaturan inr nrulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.\sar sr.tialt olang ntengetahuinya, rremerir)tahkarl
llLrPu Li i rr i cJcrrr',urr l)0r0'r)iltillrrryu d,la'i ber.ita Ducr-ah

pengr"rndangan Peraturan
I(lrllrrpirtcrr l)orrtiirrrak

Ditctal,li;rrr di Nlernpalvalr
pad:r tangg:rt 5 3.rti 2006

IIUPATI I,ONTtANT\I(,

I,r,. r rC rir ghdtl d.i .lvlempawa h

f llj i,nqg at .,Q...t..e/..t,Ip.q0
s r x R€ rARts DArRf riuB ue yli porrrrNnx

\frr r
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Nlenetapkan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil
yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma I, II dan III, Akta I dan II
serta program paket C setara SLTA;
Menetapkan Pemberian Ijin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang

berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I

Golongan Ruang IVd;
Menandatangani Naskah Salinan dan Naskah Petikan Keputusan mengenai

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang

telah ditetapkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten
Pontianak;
Penandatanganan Naskah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i

diberikan kewenangan kepada para Kepala Bidang di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah sesuai dengan bidang tllgasnva masing-masing

BAB IV

WEWENANG ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERATI, KEPALA DINAS, KEPALA

BADAN, I{EPALA KANTOR, DIRBKTUR RSt]D DAN CA]VIAT

Pasal 5

Vlemberikan Delegasi Wewenang kepada Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kalttor.
Direktr"rr RStiD dan Camat untuk :

Menetapkan Gaji Berkala dan Infassing Pegawai Negeri Sipil Daerah yang

mendudukijabatan struktural eselon lV dan V, Pejabat Fungsional Ahli lvluda

dan Ahli Pertama, serta Fungsional Penyelia ke bawah dan staf di

I ingkungannya masing-masing,
Menetapkan pemberian Cuti bagi Pejabat eselon iV ke bawah, Pejabat

Fungsional dan staf di lingkungannya, kecuali Cuti Diluar Tanggungan
Negara, Cuti Besar dan Cuti Alasan Penting selama satu (l) bulan atau lebih;
Menetapkan Penjatuhan Hukr-rman DisiplinTingkat Ringan secara berjenjang
kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya;
Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian bagi Pejabat eselon lll ke

bawah di lingkungannya;
e. Melantik dan mengambil Sumpah / Janji Pejabat eselon IV dan V

dilingkungannya;
f. Melantik dan mengambil Sumpah / Janji Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

I Badan dan atau Kepala Cabang Dinas dilingkungannya,
g Menetapkan pemberian ijin belajar Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan

pendidikan Paket B setara SLTP;
h. Menetapkan pemberian Ijin Perkawinan kedua dan seterusnya bagi Pegawai

Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b
ke bawah dil ingkungannya;

i. Menilai prestasi kerja pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Fungsional
Pelaksana Lanjutan ke bawah dilingkungannya;

d


